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Latar belakang-Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah;

2. Pemerintah Daerah lain;

3. Lembaga keuangan bank; dan/atau
4. Lembaga keuangan bukan bank.

Peraturan Perundang Undangan yang di rujuk meliputi :

1. Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh
Pemerintah Pusat.

Pada APBD Kab. Klungkung tahun 2026 pada rekening 6.1.08.01.004.00001 Pinjaman
Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 229. 927. 309. 800.

Pertanyaanya apakah Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat melakukan Pinjaman pada
selain Lembaga Keuangan Bukan Bank?
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I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pertimbangan dalam
Pelaksanaan Pinjaman Daerah, bila
merujuk pada Perda nomor 9 tahun
2025 tentang APBD 2026.

2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu
kelitbangan, mengharapkan proses
Pinjaman Daerah agar sepenuhnya
merujuk pada peraturan perundang
undangan.

II. Ide dan Gagasan

1. Pelaksanaan Pinjaman hedaknya
merujuk pada Undang Undang nomor
1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

III. Rekomendasi

2. Pinjaman Daerah Pada APBD 2025

teranggarkan pada rekening
penerimaan pembiayaan nomor
6.1.08.01.004.00001 Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
sebesar Rp. 229. 927. 309. 800., maka
tidak serta merta langsung dapat
melakukan pinjaman pada selain
Lembaga Keuangan Bukan Bank.

. Bila Pemerintah Daerah melakukan

Pinjaman Daerah pada selain Lembaga
Keuangan Bukan Bank seperti pada
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Lainnya atau pada Bank , maka harus
melalui perencanaan ulang melalui
perubahan dokumen
perencanaan(RKPD) persetujuan
DPRD, selanjutnya penganggaran
melalui perubahan Perda APBD
maupun Perubahan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran APBD.

Bila terdapat perubahan sumber pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank ke selain

Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka disarankan :

1. Tim Perencanaan Daerah melakukan Perubahan dokumen Perencanaan Daerah

(BAPPEDA)

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Penganggaran. (BPKPD)
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IV. Kegiatan Kelompok Ahli

V. Lampiran




